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BAB 1
PENDAHULUAN


       1.1 Latar Belakang

       Akuntabilitas sektor publik menjadi perbincangan yang sangat mondial. Acapkali ditemukan negara yang sudah menggabungkan konsep akuntabilitas menjadi sistem regulasi atau pengaturaan dan perundang-undangan (Fowles 1993). Salah satu sudut pandangan penting dalam akuntabilitas pemerintahan daerah mencakup pelaporan kinerja yang tertuju pada pemerintahan pusat dan stakeholder (pemerintahan pusat) lainnya. Di Indonesia sendiri, pengukuran kinerja sudah menjadi bagian utama untuk reformasi manajemen sektor publik (Podger & Perwira, 2004). 
       Koperasi yang baik pasti berhubungan dengan sistem yang baik juga, sebagai contoh nyatanya, cara yang dilakukan koperasi agar tidak merugikan pihak manapun salah satunya dengan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas di koperasi. Penerapan profesionalitas dan akuntabilitas bisa dilakukan dengan penerapan pemanfaatan jasa audit atas laporan keuangan. Sesuai dengan standard audit 200, audit memberikan pernyataan tak hanya dari segi kewajaran tapi juga dari segi material. (IAPI, 2013).
       Pada dasarnya akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menjelaskan kinerja baik sebagai perseorangan maupun secara organisasi. (Adisasmita, 2011). 
Setiap lembaga keuangan mikro syari’ah contohnya saja seperti koperasi pasti 






memiliki pedoman kelembagaannya sendiri, seperti memakai pedoman PSAK Syari’ah 101 atau pedoman lainnya.
        Berdasarkan laporan Kementerian Koperasi dan UKM (2012), pengelola jasa keuangan sebagian besar dikelola oleh wanita. Angka yang dilaporkan cukup fantastis, yaitu 60%. Wanita adalah salah satu aset negara. Mereka mempunyai keunikan dalam konsep kewirausahaan yang menyebabkan banyak dari mereka melakukan hal tersebut. Salah satu kekreatifan mereka adalah dengan pendirian koperasi. Tidak heran di zaman yang modern sekarang ini banyak ditemui lembaga keuangan yang digeluti oleh kaum wanita, berdasarkan sumber berita menjelaskan beberapa kasus mengenai koperasi wanita, seperti adanya fraud pada laporan keuangan, penggelapan dana, pengawasan DPS kurang maksimal dan berbagai kasus sejenis lainnya.
       Di koperasi TPM Colomadu, pada tanggal 1 April 2021 ditemukan adanya berita mengenai wanita berusia 28 tahun menggelapkan uang milik Koperasi, menyebabkan kerugian sebesar Rp. 9.317.765.438, akhirnya terduga yang bersangkutan dijerat dengan Pasal 374 KUHP. Terduga juga melakukan mark up (penggelembungan pengajuan gaji karyawan), 
menurut terduga tuduhan tersebut tidak benar, pemotongan gaji merupakan hasil dari kesepakatan semua pengurus, nantinya akandidistribusikan pada pengurus lainnya (megapolitan.okezone.com). Minimnya kejujuran antara pihak yang bersangkutan (karyawan) dengan anggota, pihak karyawan yang tidak tegas, tidak 





tegaan, karena pengurusnya adalah wanita,berbanding terbalik dengan laki-laki yang bisa mengontrol diri dalam mengelola keuangan sekaligus mampu bersikap tegas dalam mengambil keputusan. 
       Rabow dan Newcomb (1999) mengemukakan bahwa pria lebih mudah mengontrol diri dalam keuangan. Begitu juga dengan pernyataan Prince  (1993), wanita cenderung melihat uang sebagai bentuk pencapaian kepuasan, menjadikan wanita tidak peduli dengan anggaran keuangan. Perkembangan dibidang usaha menengah keatas dan menengah (UMKM) sedang pesat, banyak masyarakat yang tertarik melakukan usaha salah satunya koperasi. Koperasi sendiri sudah lama ada di Indonesia baik sebelum maupun pascakemerdekaan. Dari ruh koperasi ini banyak bermunculan pelbagai lembaga keuangan syariah baik dalam skala regional maupun nasional. (Hasbi, 2008). 
       Banyak dugaan yang beredar mengenai pelaksanaan akad transaksi pada lembaga keuangan syariah (koperasi) tidak jauh berbeda dengan sistem konvensional. Apabila praduga ini nyata, tentunya nilai-nilai kaidah bertransaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman menjadi terabaikan. Pelbagai dampak negatif terhadap keuangan yang berbasis syariah dan menghilangkan nilai-nilai hukum Islam (fiqh) akhirnya terjadi.  (Kusdewanti, dkk).
       Sejatinya, pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Laporan Keuangan Syari’ah (LKS) yang sesuai, ditambah dengan adanya kompetensi syariah yang memadai dan panduan pemeriksaan yang tentunya harus berkaitan dengan aspek syari’ah. Seharusnya peraturan yang dibuat harus mampu 






menunjukkan peran utama audit internal (bagian keuangan) dalam membantu tugas Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) dalam tahap pemeriksaan aspek kepatuhan syari’ah. Isu kedua yang muncul disini adalah Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia. Adanya ketidakseimbangan kompetensi dalam lembaga keuangan, baik dalam bidang syariah maupun kualitas sertifikasiDewan pengurus Syariah merupakan temuan yang patut diperhitungkan. (Farhana dan Tarmidzi, 2014). (m.republika.co.id).
       Pemaparan beberapa isu yang kedua ini sudah sangat jelas menyinggung keberadaan koperasi syariah yang tidak sesuai dari sisi DPS dan laporan keuangannya. Padahal faktanya kesadaran ke arah pemahaman syariah masyarakat Indonesia semakin tinggi, termasuk dalam pengaturan gerak ekonomi masyarakat yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Maka dari itu perlu ditindaklanjuti kembali akar permasalahannya, Koperasi syariah seperti yang kita ketahui merupakan perwujudan pelaksanaan transaksinya berpedoman pada syariat Islam dan kisah tauladan Nabi Muhammad Saw (Buchori, 2009) sehingga harus patuh akan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip syariah.
       Koperasi yang baik (sehat) menjadikan suatu bentuk pendambaan bagi para pendiri koperasi syariah. Salah satu ciri sehatnya koperasi syariah terletak pada sistem kontrol (kerja sama) antara pemimpin pengoperasian maupun anggota yang wujudnya sebagai pendamping berjalannya tugas, agar nantinya tercapai tingkat kesehatan yang secara umum dapat dilihat pada Pertanggungjawaban Laporan Keuangan, khususnya Laporan Keuangan Tahunan.Laporan keuangan merupakan 






bagian dari akuntabilitas koperasi. Setiap koperasi pasti memiliki standar keuangan kelembagaannya sendiri agar pelaksanaan laporan keuangan akuntabel. Dari sinilah diperlukan adanya akuntabilitas
       Akuntabilitas merupakan bentuk perwujudan atas kewajiban entitas. Hal ini berguna untuk mengetahui kinerja organisasi sehingga bisa diketahui keberhasilan atau kegagalan pertanggungjawabannya secara berkala gunanya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi.  Dalam mencapai pelbagai tujuan serta sasaran yangdigariskan  melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan  secara berkala. Koperasi sebagai institusi keuangan juga melakukan hal yang sama berdasarkan prinsip akuntabilitaskoperasi. Prinsip akuntabilitas koperasi menjadialat ukur yang bermanfaat untuk menunjukkan tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai dan norma eksternal yang dimiliki para stakeholder. Tentu saja stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut (Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Tapanuli).Terdapat beberapa model dalam akuntabilitas koperasi, yaitu: akuntabilitas kelembagaan, akuntabilitas usaha, dan akuntabilitas keuangan. Penelitian ini penulis hanya menitikberatkan pada permasalahan akuntabilitas keuangan dari sisi pengawasan internal, eksternal oleh dewan pengawas syari’ah, pengurus dan anggota disesuaikan dengan laporan keuangan berbasis PSAK 101.
       Sesuai Pendapat Hamid (2007),  menyatakan bahwa sebagai bentuk kewajiban pertanggungjawaban maka akuntabilitas adalah sebuah bentuk kewajiban yang tak bisa ditawar. Seseorang yang dipilih menjadi pengurus tentu saja harus memahami 






tanggung jawab mereka untuk merealisasikan akuntabilitas koperasi yang dipegangnya, yang menjadi tanggung jawabnya, walaupun kekuasaan tertinggi koperasi ada di tangan anggota. Mereka mempunya hak dan kewajiban, di antaranya melaksanakan dan melaporkan RAT. 
       Kesimpulan yang bisa ditarik dari paparan di atas adalah bahwa akuntabilitas adalah bentuk  pertanggungjawaban dari pengelola atau pengurus suatu instansi atau lembaga. Adanya akuntabilitas yang baik akan tercipta pada saat proses pertanggungjawaban laporan keuangan. 
Selain adanya akuntabilitas yang baik, salah satu sistem yang baik untuk menguji laporan keuangan tahunan adalah diberlakukannya PSAK 101 sebagai pedoman. Sebagai pedoman laporan keuangan.
       Laporan keuangan mempunyai keragaman. Tujuan umumnya adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas  pada entitas syariah yang bermanfaat bagi kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan keputusan ekonomi. Juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan berbagai sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (PSAK 101, Paragraf 8).
        Untuk mencapai tujuan itu, laporan keuangan tentu harus menyajikan informasi mengenai entitas syariah, meliputi: (a) aset; (b) kewajiban; (c) dana syirkah temporer; (d) ekuitas; (e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; (f) arus kas; (g) dana zakat; dan (h) dana kebajikan. Informasi diatas beserta informasi lainnya terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, informasi 





tersebut juga bisa membantu pengguna laporan dalam memperkirakan arus kas ke depannya, terkhusus dalam hal waktu dan kepastian didapatkannya kas atau setara kas (PSAK 101, Paragraf 9).
       Menurut penelitian terdahulu, Mamun dan Sismona (2020) yang dilakukan pada KSPPS BTM BiMU ditemukan pelbagai permasalahan di antaranya: pada penyajian laporan keuangan, dana syirkah temporer yang digabungkan bersama pos kewajiban pada neraca KSPPS BTM BiMU. KSPPS BTM BiMU tidak dibuatlaporan perubahan dana investasi terikat. Juga tidak dibuat laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat maupun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan juga diabaikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan KSPPS BTM BiMU belum seutuhnya sesuai dengan PSAK 101 karena tidak tepat dalam penyusunan dan beberapa laporan yang tidak disajikan.
       Hasil penelitian terdahulu dari Sulistyandari (2018), menghasilkan laporan keuangan BMT Al-Ittihad, dikatakannya bahwa BMT tersebut belum sepenuhnya menerapkan PSAK No.101, karena (1) tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana, semisal dana zakat, (2) tidak menyajikan sumber dan penggunaan dana kebajikan, (3) tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, serta (4) tidak menyajikan informasi penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diguna. Juga tidak mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam PSAK No.101.
       Didukung dengan penelitian Nabilah, et. all (2016), hasil dari penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara laporan penyajian, yaitu laporan 





keuangan koperasi syariah yang ditinjau dari PSAK Syariah yang disebabkan aturan atau regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2012 yang menerapkan SAK ETAP sebagai acuan umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia. Koperasi syariah juga termasuk di dalamnya, sehingga mereka cenderung memakai SAK ETAP saat pengajuan laporan keuangan. 
       Dari hasil peneliti terdahulu yang sudah dipaparkan diatas dapat ditarik simpulan bahwa lembaga keungan koperasi ada yang tidak menerapkan PSAK dengan utuh dan ada yang tidak menggunakannya sama sekali. Dari sinilah peneliti tertarik melakukan penelitian tersebut yaitu mengenai penyajian laporan keuangan, yaitu yang didasarkan pada PSAK Syariah 101 yang ada pada Koperasi Wanita Syariah Sejahtera Lamongan dilingkup dari sisi pengawasannya (internal maupun eksternal) dan juga pertanggungjawaban laporan keuangannya.
       Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Koperasi Wanita Syariah Sejahtera Kabupaten Lamongan. Peneliti melakukan penelitian ini beralasan karena di koperasi Wanita Syariah tersebut banyak koperasi yang berlabel syariah tapi belum menerapkan konsep syariah. Contohnya, penentuan besaran bunga pinjaman tanpa ada tawar menawar tetapi ditentukan sejak awal. Apalagi objek yang akan diteliti pada peneliian ini koperasi wanita, rawan sekali adanya kecurangan, karena sifat dari wanita sendiri adalah suka tawar menawar (nyang-nyangan) berbeda dengan laki-laki. Di Koperasi Wanita Syariah Sejahtera Lamongan sendiri pinjaman berupa uang tidak diperkenankan, kecuali untuk kerjasama dan pembiayaan. Dalam pembiayaan pun penentuan, besaran bunga pun ada tawar 





menawar. Maka sebenarnya perlu adanya pengawasan yang ketat pada saat terjadinya transaksi untuk memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi pada aspek akuntabilitas keuangan.
      Disamping itu, Koperasi Wanita termasuk koperasi yang besar jika dibandingkan dengan koperasi yang lain dari sisi jumlah anggotanya. Apabila dilihat dari pertumbuhan SHU koperasi dihitung dari 3 tahun sebelumnya, yakni tahun 2018 jumlah asetnya 48 juta, tahun 2020 mencapai 50 juta dengan jumlah asetnya 500 juta, pada tahun 2021 direncanakan jumlah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) harus mencapai 600 juta. Dari penjabaran data diatas ditambah dengan penemuan masalah terkait penelitian yang tengah diangkat membuat peneliti tertarik untukmelakukan penelitian lebih lanjut mengenai keakuntabilitasan laporan keuangan berbasis PSAK Syariah 101 dengan judul “Akuntabilitas Keuangan Pada Laporan Keuangan Tahunan Koperasi (Studi Pada Koperasi Wanita Syariah Sejahtera Lamongan)”.
1.2.    Identifikasi Masalah
       Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,maka muncul masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
1. Pengawasan koperasi berbasis hukum islam tidak terlalu ketat diterapkan oleh pihak yang berwenang di koperasi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, sehingga sangat diperlukan aspek akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan bagian audit internal maupun eksternal.
2. Banyak koperasi syariah maupun BMT yang pedoman laporan keuangannya berbasis PSAK Syari’ah 101, akan tetapi tidak menerapkan PSAK Syari’ah 101 





secara menyeluruh dikarenakan kurangnya pengenalan PSAK Syariah 101 kepada berbagai pihak terkait, contohnya kepada pihak karyawan dan anggota yang menyebabkan PSAK Syari’ah 101 hanya sekedar simbol, bukan aturan wajib yang harus diterapkan.
1.3.  Batasan Masalah

       Masalahnya yang dikaji dalam penelitian ini  hanya dibatasi pada Akuntabilitas Laporan Keuangan Pada Laporan Keuangan Tahunan Koperasi dan penerapan PSAK Syariah 101 di Koperasi Wanita Syari’ah Sejahtera di Kabupaten Lamongan pada periode tahun 2020.
 1.4.  Rumusan Masalah
         Berdasar permasalahan di atasmaka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :
1. Laporan keuangan apa saja yang dibuat oleh Koperasi Wanita Syariah sebagai bentuk pertanggung jawaban Laporan Keuangan Tahunannya?
2. Bagaimana kesesuaian komponen-komponen laporan keuangan yang dibuat oleh koperasi wanita syariah ditinjau berdasarkan PSAK 101?
1.5. Tujuan Penelitian
       Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui apa saja laporan keuangan yang dibuat oleh Koperasi Wanita Syariah sebagai bentuk pertanggungjawaban Laporan Keuangan Tahunannya.
2. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian komponen-komponen Laporan 
Keuangan Koperasi Wanita Syariah Sejahtera ditinjau dari PSAK 101.







1.6. Manfaat Teoritis dan Praktis
       Dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat diambil manfaaat dan pengetahuan baru oleh pihak antara lain :
1. Akademisi
       Dilihat dari segi akademisi diharapkan dari peneltian ini dapat menambah pengetahuan baru khususnya untuk Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Organisasi Syariah, Etika Bisnis Islam dan Akuntansi Keperilakuan  sebagai referensi atau mungkin  sebagai referensi bagi para peneliti selanjutnya untuk mengadakan penelitian serupa yang lebih mendalam atau spesifik.
2. Praktisi
       Secara praktisi, penelian ini diharapkan bisa memberi gambaran mengenai keakuntabilitasan laporan keuangan sekaligus PSAK Syariah 101 sebagai pedoman Laporan Keuangan Tahunan. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa jadi sarana evaluasi untuk pihak manajer, karyawan, anggota maupun pihak lain yang tentunya berperan di Koperasi Syariah Wanita Kabupaten Lamongan.
1.7. Jadwal Penelitian
       Waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk penyusunan proposal hingga terlaksananya laporan penelitian  dari bulan Desember 2020 sampai selesai.
1.8. Sistematika Penulisan Proposal Skripsi
       Dalam sistematika penulisannya, ada beberapa bab yang akan dijelaskan secara rinci dan jelas sesuai dengan atutan penulisan proposal skripsi. Setiap bab berisi sub-sub yang berisi penjelasan dari masing-masing bab. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang terdiri atas lima bab yaitu :











BAB I PENDAHULUAN
       Bab ini menjelaskan tidak hanya tentang latar belakang masalah juga identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
       Bab ini menjelaskan perihal teori apa saja yang dipakai dan tentunya sesuai dengan penelitian, termasuk hasil penelitian terdahulu dan kerangka berpikir apabila ada.
BAB III METODE PENELITIAN
       Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, sumber data, waktu dan wilayah penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
       Merupakan Bagianan alias dan pembahasan. Dalam bab ini penulis 
akan membahas tentang profil obyek penelitian koperasi, hasil analisa data dan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.
BAB V PENUTUP
       Bab ini menjelaskan tentang rangkuman atau inti dari hasil uji yakni kesimpulan, keterbatasan, saran terkait dengan analisis mengenai permasalahan yang diambil.




